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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan di antaranya sebagai berikut: 

1. Dalam putusan 120/Pid.B/2016/PN terdakwa atas nama Ruslan Nadjamuddin 

di      dakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke 4 hakim menjatuhkan  pidana penjara 

selama 5     (lima) bulan, sedangkan dalam putusan 274/Pid.B/2015/PN.Gto terdakwa 

atas     nama Riski Pakaya di dakwa dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan 

hakim     menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hakim yang 

mengadili      dalam 2 perkara ini merupakan mejelis hakim yang sama, maka telah 

jelas adanya     disparitas ini berdasarkan dari teori Harkristuti Harkrisnowo yang 

membagi     disparitas dalam 4 kategori yaitu, 1.disparitas antara tindak pidana yang 

sama 2.     disparitas anatara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang 

sama  3.     disparitas pidana yang di jatuhkan oleh satu majelis hakim 4.disparitas 

antara     pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak 

pidana     yang sama. 

2.Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya disparitas dalam kedua 

putusan     karena    adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi putusan 
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ini. Faktor     internal merupakan faktor yang mempengaruhi hakim dalam dalam 

menciptakan     kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari 

dalam diri, dan     berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri. 

Yang termasuk    dalam faktor internal hakim yaitu 1.faktor pengangkatan hakim 

2.faktor    pendidikan hakim 3.faktor penguasaan terhadap ilmu hukum  4.faktor 

moral     hakim dan 5.faktor kesejahteraan hakim. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor     yang mempengaruhi hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan 

dan     kemanfaatan yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Faktor eksternal 

yaitu    1.faktor kemandirian kekuasaan kehakiman 2.faktor pembentukan undang-

undang    3.faktor peradilan yang berlaku 4.faktor partispasi masyarakat 5.faktor 

sistem    pengawasan hakim. 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu: 

1. Hendaknya  Mejelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  harus  selalu  teliti  dan pe- 

    nuh  pertimbangan,  karena  masyarakat  akan  menilai  bagai  mana  putusan   itu.  

      Ini  untuk  menjunjung  tinggi  keadilan  serta kemandirian majelis  hakim  sebaga

i    penegak  hukum. 

2. Majelis  Hakim harus memberikan  hukuman  yang  berat  terhadap  terdakwa yang

    perbuatannya telah menyebakan  kerugian yang besar Khusunya dalam tindak pid-
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    anapencurian  ini  di  lakukan  sebagai upaya  memberikan  efek  jera  terhadap  ter 

   dakwaagar  tak  melakukanya lagi  ketika  selesai menjalani  hukumannya. 

3. Aparat   penegak   hukum   hendaknya  membuat   suatu  program  yang di tujukan 

    kepada  masyarakat  mengenai  disparitas,  agar  masyarakat  Paham  bahwa  dispa-

    ritas  merupakan  hal  yang  wajar  jika  di  landasi dengan  pertimbangan  serta  al-

   asan  yang jelas. 

4. Dalam  mengeakkan  keadilan  aparat  penegak  hukum   tidak  boleh membedakan 

   strata  ekonomi  karena  kita  semua  sama  di  hadapan hukum. 

5. Dan saran penliti yang terakhir  adalah hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  bukan  

    sebagai  bentuk   pembalasan  terhadap  pebuatanya  tetapi  lebih dari   itu   sebagai

    sarana  untuk  memberikan efek  jera  pada  pelaku  tindak  pidana  agar  ketika dia 

    bebas  dia  tak  lagi  melakukannya lagi  dan  menjadi  pribadi yang  lebih  baik sel 

   ama  ia  menjalani hukumannya.  
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